
Dari 14 pasar tersebut, di-

ambil sampel 50 pedagang di-

tambah 10 petugas pasar dan

10 tenaga kesehatan Pus-

kesmas di tiap lokasi. Dari to-

tal 710 peserta rapid test, se-

banyak 686 dinyatakan non-

reaktif dan 24 orang lainnya

reaktif. Sementara untuk ha-

sil swab tenggorokan baru

diketahui hasilnya 3 hari lagi.

Pemkab akan kembali mela-

kukan rapid test di lokasi

yang sama tanggal 17 Juni

nanti. 

Bupati Sleman Sri Pur-

nomo mengatakan, swab

tenggorokan dilakukan untuk

pedagang-pedagang yang

probabilitasnya cukup tinggi.

Seperti di Pasar Prambanan

yang beroperasi 24 jam,

bahkan untuk sayuran dise-

tor dari luar kota. "PCR masih

terbatas. Pedagang dengan

probabilitasnya tinggi, dipilih

lebih dulu," jelasnya di Pasar

Prambanan.

Menurut Bupati, untuk

memberikan gambaran se-

jauh mana sebaran Covid-19

di pasar-pasar, pihaknya

melakukan rapid test massal

di 14 pasar. Terdiri dari 10

pasar milik Pemkab Sleman

dan 4 pasar milik desa.

Pemkab Sleman menyiapkan

790 RDT kit. Sementara  uji

swab sebanyak 30 PCR, 10

untuk Pasar Prambanan, 10

di Pasar Condongcatur dan 10

di Pasar Godean.

Bupati berharap, dari rapid

test ini tidak ada hasil reaktif.

Namun jika ada, langsung di-

lakukan swab dan tracing.

Kalau tidak memungkinkan

isolasi mandiri, bisa mela-

kukan karantina di Asrama

Haji Sleman. Sehingga kon-

disi mereka selalu terpantau

dan didampingi tenaga medis.

Terkait kemungkinan di-

lakukan penutupan pasar, hal

ini tergantung jumlah hasil

yang reaktif. "Penutupan

pasar jika terjadi transmisi

yang berlebihan. Jika 1-2

lakukan evaluasi dan

lakukan tracing secepatnya.

Sebisa mungkin tidak menu-

tup pasar. Misal rapid test 70,

30 reaktif harus dipikirkan la-

gi. Jika hanya 7 kan bisa

dilokalisasi," tandas Bupati.

Kepala Dinas Kesehatan

Sleman Joko Hastaryo me-

nambahkan, uji swab belum

bisa dilakukan dalam jumlah

banyak karena ketersediaan

PCR dan sumber daya manu-

sia (SDM). Hal ini yang

menyebabkan random sam-

pling swab ini menjadi satu

dengan uji RDT. Langkah

medis ini juga dipilih atas ka-

jian matang, salah satunya

adalah saran dari pakar

Epidemiologi UGM.

"Kemarin ada pakar

Epidemiologi UGM menya-

rankan langsung tembak

PCR. Tapi kami tidak bisa

langsung, karena harus

menyiapkan SDM. Dibu-

tuhkan sekitar 60-an (tenaga

medis), akhirnya kami kombi-

nasi dengan rapid tes," imbuh

Joko.                          (Aha/Has)-f

710 Pedagang Pasar Ikut Rapid Test, 24 Orang Reaktif
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SLEMAN (KR) - Ratusan pedagang di 14 pasar Kabupaten Sleman
menjalani rapid test secara serentak, Selasa (9/6). Gugus Tugas Pena-
nganan Covid-19 Sleman juga melakukan uji swab tenggorokan bagi
pedagang yang memiliki probabilitas terpapar virus Korona tinggi di 3
pasar yakni Pasar Prambanan, Pasar Godean dan Pasar Condongcatur.

BANTUL (KR) - Peme-

rintah sudah menggelon-

torkan berbagai program

bantuan setelah Covid 19

merebak. Mulai program

BLT APBD, BLT DD,

Bantuan Sosial Tunai

(BST) Kementerian So-

sial, BPNT, PKH Ban-

tuan Sosial Tambahan

(Bansos Top Up).

Dana yang sudah diku-

curkan tersebut menya-

sar pada Keluarga Pene-

rima Manfaat (KPM) kri-

teria miskin. Sementara

masih ada ribuan warga

terdampak Covid-19

belum mendapat bantu-

an. Misalnya pekerja

yang dirumahkan, Pemu-

tusan Hubungan Kerja

(PHK) hingga kini sama

sekali belum tersentuh

bantuan. Padahal mereka

sebenarnya membu-

tuhkan sentuhan peme-

rintah untuk lepas dari

persoalan ekonomi.

Komisi D DPRD Kabu-

paten Bantul minta

Pemda Bantul memper-

hatikan nasib mereka. 

"Pekerja yang diru-

mahkan dan di PHK itu

bisa jadi akan jatuh

miskin dengan berbagai

beban. Misalnya masih

punya tanggungan yang

harus mesti dibayar per-

bulannya hingga bayar

sekolah anak-anak mere-

ka. Tapi hingga kini me-

reka tercecer dari bantuan

pemerintah karena diang-

gap mampu," ujar Ketua

Komisi D, DPRD Bantul,

Enggar Suryo Jatmiko SE

MM Selasa (9/6).

Enggar mengatakan ada

17 ribu pekerja dari Bantul

di rumahkan bahkan di

PHK karena Covid -19.

Dari jumlah itu, memang

ada yang telah mendapat-

kan bantuan dari pemerin-

tah karena masuk dalam

kategori miskin. Tapi

masih ada ribuan orang di-

coret sebagai penerima

manfaat karena dinilai

warga mampu.

"Kita terus mendorong

pemerintah supaya pe-

kerja yang dirumahkan

dan di PHK  tetap dibe-

rikan bantuan sosial be-

rupa sembako atau bantu-

an jatah hidup," jelasnya.

Komisi D punya data

terdapat sekitar 3.000

pekerja dari Bantul di

rumahkan atau di PHK.

Mereka layak mendapat-

kan bantuan sosial beru-

pa sembako senilai Rp

500 ribu. Program terse-

but nantinya bisa melalui

Disnakertrans atau me-

lalui Dinas Sosial. "Tapi

untuk pendataan dan va-

lidasi pekerja yang di ru-

mahkan dan di PHK ini

harus dilakukan oleh

Disnakertrans. Mereka

yang memiliki data pe-

kerja yang di rumahkan

atau di PHK," ujarnya.

Dengan alokasi dana

penanggulangan Covid-19

di Bantul yang mencapai

Rp 140 miliar di Bantul.

Enggar memastikan, dana

itu cukup untuk memban-

tu para pekerja yang di

rumahkan atau di PHK.

Menurutnya pemberian

bantuan sembako kepada

pekerja yang di rumahkan

dan di PHK mestinya

tidak lagi mengacu pada

data kemiskinan. Harus

berdasarkan validasi riil

di lapangan bahwa calon

penerima bansos sembako

benar-benar pekerja yang

di rumahkan atau di

PHK.                       (Roy)-f

SLEMAN (KR) - Mema-

suki tatanan normal baru, se-

jumlah langkah dilakukan

Polres Sleman dalam mem-

berikan pelayanan kepada

masyarakat. Salah satunya

penerapan protokol kese-

hatan bagi masyarakat pe-

mohon Surat Izin Menge-

mudi (SIM).

Kasat Lantas Polres Sle-

man AKP Mega Tetuko SIK

diwakilkan Kanit Regiden

Ipda Kristiyono SPsi MM

menegaskan, tidak ada per-

ubahan dalam mekanisme

pembuatan SIM. "Hanya sa-

ja memasuki tatanan kehi-

dupan baru ini, pelayanan

menyesuaikan dengan men-

taati protokol kesehatan.

Termasuk menerapkan

aturan jaga jarak antarpen-

gunjung," jelasnya di Sle-

man, Selasa (9/6).

Ipda Kristiyono menam-

bahkan, tidak ada pembat-

asan jumlah pemohon SIM.

Selama pandemi Covid-19

ini, layanan permohonan

SIM ada 400-an orang per-

hari. Jumlah tersebut lebih

banyak dari sebelumnya ra-

ta-rata 250 sampai 300 pemo-

hon SIM.                          (Ayu)-f

BANTUL (KR) - Setelah

lebih dua bulan ditutup,

Pelayanan Pemeriksaan

Kendaraan Bermotor (PKB)

atau uji kir di Dinas Per-

hubungan Bantul di Sewon

Jalan Yogya-Parangtritis,

Selasa (9/6), dibuka kembali.

"Mestinya untuk pelayan-

an awal kami batasi hanya

menguji 20 kendaraan,

terutama bagi angkutan

umum dan tangki bahan

bakar, tapi ternyata yang

datang ke rumah uji lebih

dari 40 kendaraan. Ya tetap

kami layani," ungkap

Kepala Dinas Perhubungan

Bantul, Aris Suharyanta

SSos MM.

Pelayanan uji kelayakan

kendaraan di Dishub Bantul

sebelum ada pandemi

Covid-19, rata-rata setiap

hari menguji 100 kendara-

an. Tapi karena masih pan-

demi Covid-19, pelayanan

dibatasi 40-50 kendaraan. 

"Petugas maupun pemi-

lik kendaraan wajib men-

jalani protokoler kese-

hatan, yang sedikit banyak

berpengaruh dengan kelan-

caran proses uji kendara-

an," jelasnya.           (Jdm)-f

Pemerintah Diminta Bantu Korban PHK Polres Sleman Layani 400 Pemohon SIM

KR-Wahyu Priyanti

Antrean pembuatan SIM menerapkan aturan jaga jarak.

Pelayanan Uji Kendaraan Kembali Dibuka

KR-Judiman    

Kepala Dishub Bantul dan stafnya melakukan uji kendaraan. 

SLEMAN (KR) -

Pada era normal baru

atau tatanan kehidupan

baru yang akan segera

diterapkan oleh peme-

rintah harus menjadi

peluang untuk menerap-

kan 'smart regency'

Pemkab Sleman.

Pelayanan publik yang

selama ini dilakukan se-

cara konvensional harus

diubah secara online. 

Anggota DPRD Ka-

bupaten Sleman dari

Fraksi Gerindra Happy

Brilliant Srikandy me-

ngatakan, normal baru

ini harus diterapkan

segala kehidupan

masyarakat. Termasuk

pelayanan publik juga

perlu menyesuaikan dengan kondisi dan

situasi sekarang. 

"Sebelum Covid-19, mungkin pelayan-

an publik harus datang dan antre lama.

Tentunya dalam normal baru, hal itu tidak

boleh lagi terjadi karena sangat rawan

terjadi penyebaran virus Korona," kata

Brilliant, Selasa (9/6). 

Anggota Komisi A ini justru menilai, era

normal baru ini menjadi peluang untuk

menerapkan program 'smart regency'

secara masif di Kabupaten Sleman.

Sudah saatnya pelayanan publik di-

lakukan secara online. 

"Era sekarang ini, pelayanan publik se-

harusnya online. Sehingga masyarakat

mendapatkan pela-

yanan tanpa harus

datang dan antre.

Tapi masyarakat

tinggal membuka

aplikasi untuk meng-

akses layanan itu,

ujarnya. 

Menurutnya, pela-

yanan secara online

sangat efektif untuk

mencegah penye-

baran virus Korona.

Dengan mekanisme

tersebut, dapat me-

ngurangi  kerumun-

an massa yang akan

mengakses pelayan-

an. 

"Sekarang ini jum-

lah penderita positif

Korona di Sleman

sudah cenderung menurun. Jangan

sampai pelayanan publik ini menjadi

sumber penularan virus," tegas politisi

dari Dapil 2 Sleman ini. 

Namun jika pelayanan publik belum

dapat dilaksanakan secara online, pro-

tokol kesehatan harus dilaksanakan se-

cara ketat. Di antaranya masyarakat

yang akan masuk ke kantor pelayanan

harus cuci tangan, dicek suhu tubuh dan

jaga jarak.  "Petugas juga harus meng-

gunakan Alat Pelindung Diri (APD).

Pengetatan protokol kesehatan ini untuk

memberi kenyamanan bagi masyarakat

maupun petugas sendiri," ujar gadis ke-

lahiran 1996 ini.                                (Sni)-f

Peluang Smart Regency di Era New Normal
Happy Brilliant Srikandy

Anggota DPRD Kabupaten Sleman 
dari  Fraksi Gerindra 

KR-Istimewa

Happy Brilliant Srikandy

KR-Mahar Prastiwi

Bupati dan Kadinkes meninjau rapid test di Pasar Prambanan.


